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KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARY
NOMOR: 3:2 TAHUN 2009

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENETAFAN NCMOR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM KABUPATEN BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Wajib Belajar 12 ( dua bclas )
Tahun Kabupaten Batang Ilari serta untuk menambah daya tampung siswa
-~ maka perlu adanya penambahan Sekolah Baru di Kabupaten Batang Hari ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penetapan Nomor
‘Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dalam Kabupaten
Batang Hari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) secbagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah -Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat
I Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );

2. Undang-Undang Nomor [7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 4286);
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. Undang-Undang Noracr 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 );

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pcmbentukan Peraturan
Perundang-undanzan ( Lembaran Negara Repubiik Indonesia Talwun 2004
Nomor 53, Tambahan Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
[Lembaran Negara Recpublik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengar. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
tentang Perubahan kedva atas Undang--Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintchan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

6. Undang-Undang ..........



